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Intisari 

 

Jaminan kesehatan adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran yang dibayar pemerintah.  Penerapan Pelayanan kesehatan  

diselenggarakan melalui  organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

suatu penyakit serta memulihkan kesehatan  masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah memberikan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya program jaminan kesehatan.  Untuk 

memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan 

kewajiban pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta  kesehatan merupakan suatu 

Public Good maka dibutuhkan intervensi dari Pemerintah. Mengingat pelaksanaan BPJS dikeluarkan melalui 

Undang-Undang dimana bersifat mengatur sedangkan proses penetapan pelaksanaan diperkuat melalui surat 

keputusan atau ketetapan dari pejabat negara yang berwenang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 

setidaknya minimal 10 regulasi turunan harus dibuat untuk memperkuat suatu pelaksanaan BPJS. 
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